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KECAMATAN KEBUMEN

PERATURAN DESA GEMEKSEKTI
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GEMEKSEKTI,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan ayat

(3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa

tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2026;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
42);

2.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69 14);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
41,2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor
60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan
Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6623);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Peurbahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243) ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
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24.

25.

26.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang
Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang
Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 553);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 1051);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang
Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan
Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81
Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana
Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa
Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2025 Nomor 970);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025 tentang
Tata Cara Pinjaman dalam rangka Pendanaan Koperasi
Desa/Kelurahan Merah Putih (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 530);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63 Tahun 2025 tentang
Penggunaan Saldo Anggaran Lebih pada Tahun Anggaran 2025
untuk Pemberian Dukungan kepada Bank yang Menyalurkan
Pinjaman kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 654);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020
tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik
Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum
Pembangunan Desa ‘dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 690) ;
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan
Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan
Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252)

Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk
Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Mekanisme
Persetujuan dari Kepala Desa Dalam Rangka Pembiayaan
Koperasi Desa Merah Putih (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2025 Nomor 593);

Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan
Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam
Mendukung Swasembada Pangan;
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38.

39.

40.

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2017
tentang Pedoman Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan
Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Nomor 136);

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017
tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 138),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun
2017 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 162);
Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 184);

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2023
tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Nomor 202);

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2024
tentang Pencegahan dan Penanganan Stunting (Lembaran
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 213);

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 40);
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 54 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 54);

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 90 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2016 Nomor 90);

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 37 Tahun 2018 tentang
Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2018 Nomor 37);

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2018 Nomor 67);

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 61 Tahun 2019 tentang
Besaran Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan
Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat
Desa di Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2019 Nomor 61);

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa
(Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 11);
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 64 Tahun 2020 tentang
Keterbukaan Informasi Publik di Desa (Berita Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 68);
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Peraturan Bupati Kebumen Nomor 81 Tahun 2020 tentang
Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa dan
Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten
Kebumen (Berita Daerah Kabupupaten Kebumen Tahun 2020
Nomor 85);

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 133 Tahun 2021 tentang
Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah Desa di
Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2021 Nomor 133);

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 6 Tahun 2024 tentang
Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa
di Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2024 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 46 Tahun 2025 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 6 Tahun
2024 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Khusus
kepada Desa di Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2025 Nomor 47);

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 3 Tahun 2025 tentang
Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 3) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun
2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen
Nomor 3 Tahun 2025 tentang Alokasi Dana Desa Tahun
Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun
2025 Nomor 41);

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 35 Tahun 2025 tentang
Standar Harga Satuan Daerah Pemerintah Kabupaten
Kebumen Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2025 Nomor 35);

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 42 Tahun 2025 tentang
Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
kepada Desa di Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2025 Nomor 43);

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 43 Tahun 2025 tentang Tata
Naskah Dinas Pemerintahan Desa di Kabupaten Kebumen
(Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 44);
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 62 Tahun 2025 tentang
Penyelenggaraan Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih
(Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 63);
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 72 Tahun 2025 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2025 Nomor 73);

Peraturan Desa Gemeksekti Nomor 9 Tahun 2019 tentang Hak
Asal Usul desa dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
(Lembaran Desa Gemeksekti Tahun 2019 Nomor 9);

Peraturan Desa Gemeksekti Nomor 5 Tahun 2017 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
Gemeksekti (Lembaran Desa Gemeksekti Tahun 2017 Nomor 5);
Peraturan Desa Gemeksekti Nomor 9 Tahun 2020 tentang
Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah
Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Desa
Gemeksekti Tahun 2020 Nomor 9);

Peraturan Desa Gemeksekti Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Pendirian Badan Usaha Milik Desa “GEMILANG SAKTI”
(Lembaran Desa Gemeksekti Tahun 2021 Nomor 7);
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Menetapkan

54.

55.

56.

Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan
Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)
Gemeksekti Tahun 2020 - 2027 (Lembaran Desa Gemeksekti
Tahun 2025 Nomor 3);

Peraturan Desa Gemeksekti Nomor 4 Tahun 2025 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Desa Gemeksekti Tahun 2026
(Lembaran Desa Gemeksekti Tahun 2025 Nomor 4);

Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyertaan Modal
Pemerintah Desa Gemeksekti Pada Badan Usaha Milik Desa

Bintang Terang (Lembaran Desa Gemeksekti Tahun 2025
Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEMEKSEKTI

dan
KEPALA DESA GEMEKSEKTI

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA GEMEKSEKTI TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2026 dengan perincian sebagai berikut :

1.

Pendapatan Desa

a. Pendapatan Asli Desa Rp. 2.000.000,00

b. Pendapatan Transfer Rp. 3.985.106.000,00

c. Pendapatan Lain-lain  Rp. 583.296,00
yang sah

Jumlah Pendapatan Rp. 3.987.689.296,00

Belanja Desa
a. Bidang Penyelenggaraan Rp. 854.253.287,00
Pemerintahan Desa

b. Bidang Pelaksanaan Rp. 2.113.853.500,00
Pembangunan Desa:
c. Bidang Pembinaan Rp. 46.600.000,00

Kemasyarakatan Desa

d. Bidang Pemberdayaan Rp. 1.090.147.200,00
Masyarakat Desa

e. Bidang Penanggulangan Rp. 7.125.000,00
Bencana,Keadaan Darurat
dan Mendesak Desa

Jumlah Belanja Rp. 4.111.978.987,00
Surplus / Defisit Rp. (124.289.691,00)

Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 144.289.691,00
b. Pengeluaran Pembiayaan  Rp. 20.000.000,00

Selisih  Pembiayaan [/ Rp. 124.289.691,00
Pembiayaan Netto

Sisa Lebih Pembiayaan Rp. 0,00
Anggaran
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Pasal 2

Uraian‘ lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
memuat :
a. APB Desa;
b. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran
sebelumnya :
1) Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa;
2) Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif;
3) Penanganan Keadaan Darurat.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai
landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk
penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan
penanggulangan  bencana, keadaan darurat, dan mendesak
yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan
dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi
kriteria:

a. bukan merupakan  kegiatan normal dari aktivitas
pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;

. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

memiliki dampak yang  signifikan terhadap anggaran

dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian
yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan

e. berskala lokal Desa.

oo o

Pasal 6
Dalam hal terjadi :
a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa
pada tahun berjalan;

b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran
antar objek belanja; dan

c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan
menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan

melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran

APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.
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Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Gemeksekti.

Ditetapkan di Gemeksekti
_Pada-tanggal 31 Desember 2025
%K\'{EN 1(@]\
5 KEPA 61% "SA GEMEKSEKTI,
2

Diundangkan di Gemeksekti
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DESA GEMEKSEKT]I,

NA/AGUSTINA
LENMBARAN DESA GEMEKSEKTI KECAMATAN KEBUMEN TAHUN 2025 NOMOR 7
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